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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN 

NOMOR 39 TAHUN 2010 
========================================================== 

 
PERATURAN BUPATI TABANAN 

 
NOMOR  40 TAHUN 2010   

 
T  E  N  T  A  N  G 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  

KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011-2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TABANAN, 

 
Menimbang    : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah yang wajib 
disusun untuk menjabarkan Visi, Misi, dan Program 
Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun yang 
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) ; 

 
b. bahwa dengan telah dilaksanakan pelantikan Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan pada tanggal 
9 Agustus 2010 maka Kabupaten Tabanan wajib 
menyusun RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 
2011-2015 ; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b  perlu 
membentuk Peraturan Bupati. 
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Mengingat :          1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 
wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958  
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655) ; 

 
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3851) ; 

 
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomr 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indinesia Nomor 4389); 

 
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  

Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4400) ; 
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7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421) ; 

 
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah             (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548) ; 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4438) ; 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4578) ; 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4585) ; 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4614) ; 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4817) ; 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah. 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
(RPJMD) KABUPATEN TABANAN TAHUN 2011–2015 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan. 
 
2. Bupati adalah Bupati Tabanan. 
 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. 
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4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, 
berdaya saing, maupun peningkatan indeks 
pembangunan manusia. 

 
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
5 (lima) tahun yang menjabarkan visi dan misi 
pembangunan Bupati dan Wakl Bupati terpilih 
terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 
2015. 

 
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan 

yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
 
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan 
visi. 

 

BAB II 

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

(RPJMD) 

Pasal 2 

 

(1) Penyusunan RPJMD mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daer(RPJPD) 
Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-
2013, dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-
2014. 
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(2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana 
Strategis SKPD. 

 
 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)        
terdiri dari : 

 
1. BAB I PENDAHULUAN; 
2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI 

DAERAH KABUPATEN TABANAN; 
3. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH DAN 
KERANGKA PENDANAAN; 

4. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS  
5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
6 BAB Vi STRATEGI  DAN ARAH KEBIJAKAN 

PEMBANGUNAN DAERAH. 
7. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH; 
8. BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM 

PRIORITAS YANG DISERTAI 
DENGAN KEBUTUAN PENDANAAN  

9. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA. 
10. BAB X PROGRAM TRANSISI DAN KAIDAH 

PELAKSANAAN 
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BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan 
 

 

 

Ditetapkan di Tabanan 
pada tanggal 5 November 2010 

     
 BUPATI TABANAN, 

 
T.T.D    

 
NI PUTU EKA WIRYASTUTI 

 
 
          Diundangkan di Tabanan 
          Pada tanggal 5 November 2010 
 

SEKRETARIS DAERAH 
           KABUPATEN TABANAN, 
         

T.T.D 
 
               I NENGAH JUDIANA  
 
 BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR 39 
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